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<b>ABSTRAK</b><br>

Surat keterangan waris merupakan alas hak dalam proses peralihan harta peninggalan. Di Indonesia belum

ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai bentuk serta substansi yang harus tercantum di dalam

pembuatan surat keterangan waris. Notaris sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam pembuatan surat

keterangan waris hanya pada golongan penduduk keturunan Tionghoa. Permasalahan tesis ini adalah dasar

hukum dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan tanggung jawab Notaris

terhadap surat keterangan waris yang di dasarkan pada keterangan hukum yang tidak benar palsu studi kasus

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PID/2017/PT.DKI .Dalam hal ini prinsip kehati-hatian

dalam jabatan menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Penulisan tesis ini menggunakan metode

penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Permasalahan kasus ini

adalah akibat dari kelalaian Notaris SSA dalam membuat Surat Keterangan Waris yang tidak sesuai dengan

prosedur sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pembuatan surat keterangan

waris sebaiknya dilaksanakan dalam 4 empat tahapan yakni permohonan, pemeriksaan surat wasiat, Akta

pernyataan dan terakhir pembuatan surat keterangan waris.Kata Kunci : Keterangan Palsu, Tanggung Jawab

Notaris, Surat Keterangan Waris.
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<b>ABSTRACT</b><br>	

Certificate of Inheritance is the legal basis in the process of an inheritance succession. Indonesian law has

yet to provide regulations in regards to the form and substance neccessary in the enactment of Certificate of

Inheritance. Notary, as one of the authorities in the enactment of Certificate of Inheritance, is only for

Chinese Descendant. The issue in this thesis concerns the legal basis and authority of a Notary in the making

of such certificate based on false statements Case study of DKI Jakarta High Court Verdict Number 178 PID

2017 PT.DKI . In this case the principle of prudence in acting out its position becomes the basis that must be

implemented by Notary. This thesis is using the research methodology of Juridical Normative by

researching library materials or secondary data. The issue of this case is the result of the negligence of the

Notary SSA in the enactment of the Certificate of Inheritance that is not in accordance with the procedure,

therefore the Notary may be subject to criminal, civil and administrative sanctions. The enactment of the

Certificate of Inheritance should be conducted in 4 four stages of the application, examination of wills, deed

of statement and the enactment of Certificate of Inheritance as its last step 
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